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1.1 [bookmark: _bookmark9]Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki hasrat dan martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata disemua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perjatian pada beberapa tahun terakhur ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan anak. Perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal utama karena kebradaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana anak adalah prbadi yang memiliki peran strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa.
Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. Munurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sehingga dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai Undang-
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Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat 1, “Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”.
Keberadaan anak terlantar masih menjadi persoalan serius dan harus segera di atasi. Di Jawa Barat ada sekitar 150 ribu anak yang termasuk dalam kategori anak terlantar. Mengacu pada Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dipublikasi ulang oleh BPS Jawa Barat,   tercatat   135.787   anak   terlantar   di   Jawa Barat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar merupakan
kewajiban pemerintah sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Banyak anak mengalami keterlantaran baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya yang menyebabkan mereka menjadi yatim, piatu maupun yatim piatu.
Krisis ekonomi dan bencana alam diberbagai tempat yang menyebabkan orangtua kehilangan pekerjaannya dan banyak anak kehilangan orangtua serta keluarganya karena meninggal, hal ini menyebabkan anak menjadi terlantar. Masih banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran yang disebabkan karena kurangnya perhatian dari orangtua, anak diluar nikah, maupun anak dari keluarga yang bercerai. Bagi keluarga yang mempunyai masalah dalam ekonomi maupun keadaan salah satu atau kedua orangtuanya telah meninggal dunia, upaya rehabilitasi sosial ini menguntungkan karena selain tidak dipungut biaya juga diharapkan memberi manfaat bagi kehidupan anak terlantar.
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Melihat Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak terlantar. tetapi fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh anak terlantar, seperti hak-hak anak lainnya, yaitu mendapatkan Pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena keterlantaran yang terjadi dimasyarakat tersebut membuat anak harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. menurut ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor ketidak sengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya.
Mengenai anak terlantar sebelumnya telah di jelaskan dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon bahwa “Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Lalu di jelaskan pula langkah yang harus di lakukan Pemerintah Kota Cirebon Dalam Menangani Kasus Anak Terlantar Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon No.6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon dalam Pasal 9 Dan Pasal 10 meliput :
(1) Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar.






(2) Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak terlantar melalui upayapengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Pasal 10 (1) Pemerintah Kota wajib memberikan fasilitasi perlindungan anak dalam kandungan, anak balita, dan anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundangundangan (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui RPSA dan selanjutnya dapat dalam bentuk pelayanan Non Panti dan Panti.
(3) Mekanisme penyelenggaraan RPSA diatur dengan Peraturan Walikota

UPT RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial Kota Cirebon yang melaksakan kegiatan operasional pelayanan sosial untuk mempersiapkan para anak terlantar yang meliputi anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak korban kekerasan dan anak keluarga tidak mampu. Pelayanan yang diberikan meliputi pendekatan awal (sosialisasi, seleksi, penerimaan) dan bimbingan lanjutan. Pelayanan sosial yang diberikan oleh UPT RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) ini meliputi pelayanan dalam titik binaan diantaranya yaitu Bedeng, Kanoman, Winaon, Argasunya. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan pelaksanaan penjangkauan sosial dalam bentuk pembinaan pada anak terlantar di titik binaan daerah bedeng.
Tabel 1.1
Data Anak Terlantar di Kota Cirebon Tahun 2021-2023
	No
	Titik Binaan
	2021-2022
	2022- Sekarang

	1
	Bedeng
	50
	50

	2
	Kanoman
	70
	70

	3
	Winaon
	30
	40

	4
	Argasunya
	20
	21

	Jumlah
	170
	181


Sumber: Dinas Sosial Kota Cirebon 2023






Berdasarkan data selama 3 tahun jumlah anak terlantar di Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya.

	Kabupaten/Kota Regency/City
	Anak Terlantar/Negleted Children

	Kabupaten/Regency
	

	Bogor
	6.999

	Sukabumi
	48.594

	Cianjur
	3.908

	Bandung
	6.634

	Garut
	492

	Tasikmalaya
	22.950

	Ciamis
	2.713

	Kuningan
	662

	Cirebon
	5.546

	Majalengka
	4 515

	Sumedang
	7.341

	Indramayu
	914

	Subang
	1 926

	Purwakarta
	13.940

	Karawang
	199

	Bekasi
	8 878

	Bandung Barat
	2.239

	Pangandaran
	51

	  Kota/City	

	Bogor
	310

	Sukabumi
	345

	Bandung
	432

	Cirebon
	1.259

	Bekasi
	149

	Depok
	6.643

	Cimahi
	3

	Tasikmalaya
	630

	Banjar
	630

	Jawa Barat
	148 902


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Tahun 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 jumlah permasalahan sosial dengan kategori Anak Terlantar di Kota Cirebon sebanyak 1259. Masih banyak anak terlantar yang belum terdata dan






mendapatkan pembinaan di Kota Cirebon. Hasil data menggambarkan kinerja Dinas Sosial yang belum efektif dalam pembinaan anak terlantar di Kota Cirebon.
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti permasalahan kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar yang dianggap kurang optimal dengan mengangkat judul penelitian “Kinerja Dinas Sosial dalam Penjangkauan dan Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon”



1.2 [bookmark: _bookmark10]Rumusan Masalah

1.2.1 [bookmark: _bookmark11]Pernyataan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yaitu Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon.
1.2.2 [bookmark: _bookmark12]Pertanyaan Masalah

a. Bagaimana Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon?
b. Apa faktor-faktor yang menghambat Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon?
c. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon.

1.3 [bookmark: _bookmark13]Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 [bookmark: _bookmark14]Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Titik Binaan Bedeng Kota Cirebon.
1.3.2 [bookmark: _bookmark15]Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya teori yang berkaitan dengan kinerja organisasi.
b. Untuk	memperkaya	literatur	dalam	bidang	administrasi	publik, khususnya dalam bidang administrasi publik.
2. Kegunaan Praktis,

Untuk memberikan saran atau masukan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja dinas sosial dalam penjangkauan dan pembinaan anak terlantar di Kota Cirebon.

